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Sasaran 1 . : MENINGKATNYA ANGGARAN BERBASIS KEBUTUHAN
MASYARAKAT

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan
seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata
kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam
periode tertentu.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan formulasi sbb :

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

Dimana :

1. D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah
D.4 = Penyerapan anggaran
D.5 = Kondisi keuangan daerah
D.6 = Opini BPK
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I. Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot
Dimana :

1. D.1.1 = Kesesuain nomenklatur program RPIMD dan RKPD
D.1.2 = Kesesuain nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
D.1.3 = Kesesuain nomenklatur procgram KUA-PPAS dan APBD
D.1.4 = Kesesuain pagu program RKPD dan KUA-PPAS
D.1.5 = Kesesuain pagu program KUA-PPAS dan APBD
Bobot = 15
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Nilai :

D.1.1 = 0.006

P.1.2 = 0.605

D.1.3=0.333

D.1.4 = 0.000

D.1.5 = 0.003

Jadi : Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot

0D.1=D11+D12+D.13+D.14+D.1.5 x 15
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5
D.1 = 0.006 + 0.605 + 0.333 + 0.000 + 0.003 x 15
5

D.1 = 2.8428

II. Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :
1. D.2.1 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan
2. D.2.2 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan
3. D.2.3 = Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi
dana transfer
4. D.2.4 = Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal
5. Bobot = 20

Nilai :

D.21=1
D22=1
D.23=0
D.2.4 = 0.0690
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Jadi : Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot
D.2=D,21+D22+D23+D.24+D25 x 20

4
D.2=1+1+0+0.0690 x 20
4
D.2 = 10.3448

I11. Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :
1. D.3.1 = Ketepatan waktu
2. D.3.2 = ketersediaan/keteraksesan
3. Bobot = 15

1. D.3.1 =27
2. D.3.2=28
Jadi : Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

D.3=D3.1/9+D.32/9 x 20

2
D.3=27/9 +8/9 x 20
4
D.3 = 14.2241

IV. Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :
1. D.4.1 = Penyerapan anggaran belanja operasional
2. D.4.2 = Penyerapan anggaran belanja modal
3. D.4.3 = Penyerapan anggaran belanja tidak terduga
4. D.4.4 = Penyerapan anggaran belanja transfer
5. Bobot = 20 |



Nilai :
1. D41 =1
2. D42 =1
3. D43 =1
4, D44=1
Jadi : Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot
D4=D41+D42+D43 +D44 x 20
4
D2=1+1+1+1 x 20
4

D.2= 20

V. Indeks D.5 = Hasil diukur berdasarkan 6 indikator kondisi keuangandaerah
mulai dari kemandirian keuangan, felksibilitas keuangan,
solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek,
solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Jadi Indeks D.5 = 2.3817

VI. Indeks D.6 = skor OPINI BPK x bobot

Nilai :
1. WTP =1
2. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.6 = skor opini BPK x bobot
D.6 = 1 x 15
D.6 = 15



TOTAL INDEKSIPKD=D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6
= 2.8428 + 10.3448 + 14.2241 +20 + 2.3817 + 15
= 64.7935
= B ( PERLU PERBAIKAN )

Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :
1. Kategori A : Baik

2. Kategori B : Perlu Perbaikan

3. Kategori C : Sangat Perlu Perbaikan

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan
masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO. Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian (%)

1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah C B Tercapai

Sumber : IPKD BPP Kemendagri

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 dimensi

IPKD dengan tahapan sebagai berikut :
1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
Transparansi pengelolaan keuangan daerah
Penyerapan anggaran
Kondisi keuangan daerah
Opini BPK
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Persentase capaian indeks pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021 yang
ditargetkan bernilai C dan terealisasi dengan nilai B, dengan persentase capaian kinerja
TERCAPAL

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN
KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA
MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPIJMD.

Tabel 3.1.2
Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

Tahun 2026 (Target

Target Realisasi Capaian (%) akhir RP|MD)
No Indikator Kinerja
2020 2021 2020 2021 2020 2021 Target | % capaian

Indeks

Pengelolaan C C B B | TERCAPAI | TERCAPAI | A BELUM
1. TERCAPAI

Keuangan

Daerah

Sumber : IPKD BPP Kemendagri

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang mendapatkan nilai yang memuaskan
yaitu nilai B, berarti dapat mempertahankan nilai sama dengan tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN
STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT.

Perbandingén Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.1.3
Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No

" Indikator Kinerja Propinsi Kabupaten Solok

Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Sumber : IPKD BPP Kemendagri

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATANNAN KINERJA.
Keberhasilan tercapainya target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Solok tahun 2021 ditunjang oleh :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan :

a.

Kesesuainan nomenklatur program RPIJMD dan RKPD dilakukan dengan
memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen
RPIMD dan RKPD.

Kesesuainan nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan
memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD
dan KUA-PPAS,

Kesesuainan nomenklafur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan
memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-
PPAS dan APBD.

Kesesuainan pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan
memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara
dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

Kesesuainan pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan
memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara
dokumen KUA-PPAS dan APBD.



2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan :

Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 36 % dari APBD.

Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan 13 % dari APBD.

Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi
dana transfer 25,64 % dari dana transfer umum.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan :

d.

b.

Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem
informasi pemerintahan.

Dokumen pengelolaan keuangan daerah talah diakses atau diunduh secara
umum dan terbuka untuk public melalui situs jaringan sistem informasi

pemerintahan.

4, Penyerapan Anggaran, didukung dengan :

Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur

anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019, meliputi penyerapan :

Anggaran belanja operasional
Anggaran belanja modal
Anggaran belanja tidak terduga
Anggaran belanja transfer

5. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan :

-~ e o0 O

Kemandirian keuangan
Fleksibilias keuangan
Solvabilitas operasional
Solvabilitas jangka pendek
Solvabilitas jangka panjang
Solvabilitas layanan

6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan
Opini WTP lebih dari 3 tahun terakhir secara berturut-turut.



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
pada tahun 2021 dilaksanakan oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
didukung oleh ASN dan tenaga harian lepas Badan Keuangan Daerah. Dalam
pencapaian target kinerja ini perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari
masing-masing kepala bidang, sekretaris dan kepala badan. Badan Keuangan
Daerah telah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pencapaian kinerja dan
memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

F. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.
Program dan kegiatan serta anggaran untuk mencapai target Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.4

No. " Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi %

A | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 2.306.140.714.00 1.860.920.580.80 97.96
Kegiatan Koordinasi dan penyusunan
I | rencana anggaran daerah 1,774,055,026.00 1,494,914,597.00 84.27
1 [ Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS 284,535,763.00 243,833,935.00 85.70

Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA
2 | dan perubahan PPAS 172,449,363.00 156,070,120.00 90.50

Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-
3 | SKPD 102,853,250.00 67,392,300.00 65.52

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan kepala daerah
4 | tentang penjabaran APBD 531,750,675.00 424,456,400.00 79.82

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran perubahan

5 | APBD 392,126,225.00 330,973,100.00 84.40
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta
6 | kebijakan bidang anggaran 290,339,750.00 272,188,742.00 93.75
II | Kegiatan Pengelolaan data implementasi
sistem informasi pemerintah daerah 532,085,688.00 366,005,983.00 68.79

lingkup keuangan daerah




7 | Implementasi dan pemeliharaan sistem

informasi pemerintah daerah bidang keuangan | 441,472,950.00 288,693,883.00 65.39
daerah )

8 | Pembinaan sistem informasi pemerintah
daerah bidang keuangan daerah pemerintah 90,612,738.00 77,312,100.00 85.32
kabupaten/kota

B | Program Pengelolaan Pendapatan 1.579.879.300,00 1.317.853.080,00 83.41
Daerah

III | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.579.879.300,00 1.317.853.080,00 83.41
Daerah

9 Analisa dan pengembangan pajak daerah, | 618.870.950,00 529.392.700,00 85.54
serta penyusunan kebijakan pajak daerah.

10 | Penyediaan  sarana  dan  prasarana | 584.961.175,00 515.404.853,00 88.11
pengelolaan pajak daerah.

11 | Pendataan dan pendaftaran objek pajak | 102.387.250,00 82.426.014,00 80.50
daerah.

12 | Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak | 142.699.900,00 68.291.301,00 47.86
daerah.

13 | Penagihan pajak daerah. 130.960.025,00 122.338.212,00 93.42

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN.
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah :

Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD.
Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Memaksimalkan pelaksanaan kegiatn yang mempengaruhipenyerapan anggaran.

i Wb

Mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Kondisi Keuangan
Daerah.
6. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan.



SASARAN 8 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA BIROKRASI

1. OPINI BPK
Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian target Opini BPK pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :

Tabel 3.8.3.1
OPINI BPK
NO Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Opini BPK WTP WTP TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)

Opini BPK terhadap laporan Keuangan OPD yaitu dengan menggunakan 4 (empat)
kriteria penilaian yang dapat menjadi tolok ukur terhadap target tersebut yaitu :

Tabel 3.3.2.2
NO -
SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. | Tersusunnya laporan  keuangan | 1. Jumlah laporan keuangan OPD yang
daerah sesuai Standar Akuntasi sesuai SAP
Pemerintahan dan tepat waktu. 2. Jumlah laporan keuangan OPD tepat
waktu




2. | Terlaksananya kesesuaian dokumen |3. Jumlah penyusynan anggaran tepat

perencanaan dengan anggaran. waktu
4, Jumlah Kesesuaian KUA-PPAS dengan

APBD
3. | Terlaksananya pengelolaan | 5 Jumlah transfer keuangan daerah dan
perbendaharaan sesuai dana desa ke Kasda yang tepat waktu

standarisasi dan tepat waktu

4. [ Terlaksananya tertib pengelolaan |6 Jumlah OPD yang tertib dalam

barang milik daerah pengelolaan barang milik daerah

7 Jumlah rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK atas temuan BMD
yang ditindaklanjuti.

Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP pada tahun 2021 ditargetkan
100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100% dengan hasil
TERCAPAL.

Jumlah laporan keuangan OPD/SKPD tepat waktu pada tahun 2021 ditargetkan
100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100% dengan hasil
TERCAPAL

Jumlah penyusunan anggaran tepat waktu pada tahun 2021 ditargetkan 100%, dan
terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100% dengan hasil TERCAPAL

Jumlah kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD pada tahun 2021 ditargetkan 100%, dan
terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100% dengan hasil TERCAPAL

Jumlah transfer keuangan daerah dan dana desa ke Kasda yang tepat waktu pada
tahun 2021 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian
kinerja 100% dengan hasil TERCAPAL

Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2021
ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100 %
dengan hasil TERCAPAL



Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan BMD yang ditindaklanjuti pada
tahun 2021 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian
kinerja 100 % dengan hasil TERCAPAL

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN
KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA
MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPIMD.

Tabel 3.3.2.3
Perkembangan Opini BPK

Tahun 2026 (Target
9,
\ Indikator -l Target Realisasi Capaian (%) Akhir RPJMD)
0 -
Kinerja _
2020 2021 2020 2021 2020 2021 Target | % Capaian
1. | opini BPK WTP WTP WTP WTP wTP WTP WTP TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Opini BPK pada empat tahun terakhir
mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN
STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT.

Perbandingan Opini BPK Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.8.3.3
Perbandingan Opini BPK

No Indikator Kinerja Propinsi Kabupaten Solok

1. Opini BPK WTP WTP

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)

Opini BPK yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Solok sama dengan perolehan
yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yaitu WTP.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGAKATAN KINERJA
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
Keberhasilan tercapainya targét Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2021 disebabkan
oleh :

a. Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
dinimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021
yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2021 yang didukung dengan :

- Pemanfaatn Sistim Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah OPD sudah.sistimatis.

- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan Daerah.

b. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah
menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2021 yang tepat waktu, selanjutnya
di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan cara rekonsiliasi data laporan
keuangan secara berkala yang terdiri atas data keuangan dan aset.

c. Penyusunan APBD Tahun 2021 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses Penyusunan
APBD berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman



Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga penyusunan anggaran bisa

dilakukan tepat waktu, didukung beberapa dokumen sebagai berikut :

1.

Surat Edaran Bupati Solok tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan
Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor : 910/602/BKD-
2020 Tanggal 16 September 2020.

Peraturan Bupati Solok Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang
Standar‘Harga Satuan Biaya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2021.

. Tanda Terima dari Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang

dokumen Kelengkapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Solok Nomor
903/126/APKD-2021.

Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor 189-30-2021 tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Berita
Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok
tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2022 untuk menjadi Peraturan Daerah Tanggal 29 November 2021.

Untuk Dana Desa, Badan Keuangan Daerah dan DPMN selaku koordinator selalu
berkoordinasi agar penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN)
tersalur tepat waktu ke rekening Kas Umum Daerah dan masing-masing
rekening kas Nagari.

6. Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.

7. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas

temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD dan
Instansi Vertikal.



E. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada
tahun 2021 dilaksanakan oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
didukung oleh ASN dan tenaga harian lepas Badan Keuangan Daerah. Dalam
pencapaian target kinerja ini perly adanya pengawasan dan pendampingan dari
masing-masing kepala bidang, sekretaris dan kepala badan. Badan Keuangan
Daerah telah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pencapaian kinerja
dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

F. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA.
Program dan kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran untuk mencapai target
Opini BPK adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.3.4
No. Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi %
A | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN | y5q 550,164.220.00 | 156.303.056.475.80 | 80.69
DAERAH
Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan
1 perbendaharaan daerah 1,118,612,725.00 897,523,251.00 80.24
1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah 349,756,250.00 306,018,750.00 87.49
Rekonsiliasi data penerimaan dan
pengeluaran kas serta pemungutan dan
2 pemotongan atas SP2D dengan instansi 317,428,550.00 257,775,930.00 81.21
terkait
Penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan
3 | penerimaan dan pengeluaran kas serta 140,924,300.00 68,397,600.00 48.53
penata usahaan dan pertanggung jawaban
sub kegiatan
4 | Pembinaan penatausahaan keuangan 310,503,625.00 265,330,971.00 85.45

pemerintah kabupaten / kota




II

Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah

1,048,942,482.00

617,871,894.00

58.90

Koordinasi pelaksanaan akuntansi
penerimaan dan pengeluaran kas daerah

190,191,300.00

107,790,620.00

56.67

Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban

132,864,000.00

67,827,333.00

51.05

Koordinasi penyusunan laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD bulanan,
triwulan dan semesteran

148,683,000.00

97,257,279.00

65.41

Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD
dan laporan keuangan pemerintah daerah

231,470,400.00

144,033,333.00

62.23

Koordinasi dan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD provinsi dan
rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD kabupaten/kota

199,568,650.00

190,843,629.00

95.63

10

Penyusunan tanggapan/tindak lanjut
terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD

34,235,044.00

5,775,000.00

16.87

11

Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
kerugian daerah

111,930,088.00

4,344,700.00

3.88

II1

Kegiatan Penunjang urusan
kewenangan pengelolaan keuangan
daerah

157,382,609,013.00

154,787,664,330.80

98.35

12

Analisis perencanaan dan penyaluran
bantuan keuangan

147,873,714,900.00

147,835,053,300.00

99.97

13

Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5,500,000,000.00

4,154,477,993.00

75.54

14

Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

4,008,894,113.00

2,798,133,037.80

69.80

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

1,073,313,945.00

857,840,426.00

79.92

v

Kegiatan Pengelolaan barang milik
daerah

1,073,313,945.00

857,840,426.00

79.92

15

Penyusunan standar harga

68,998,950.00

61,886,000.00

89.69

16

Penyusunan perencanaan kebutuhan barang
milik daerah

31,937,000.00

28,624,550.00

89.63

17

Penatausahaan barang milik daerah

214,401,300.00

185,350,337.00

86.45




18 | Pengamanan barang milik daerah 413,402,450.00 329,595,490.C0 79.73

19 | Penilaian barang milik daerah 47,722,220.00 41,260,850.00 86.46
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan

20 barang milik daerah 48,27Q,600.00 35,825,700.00 74.22
Optimalisasi penggunaan , pemanfaatan,

21 | pemindah tanganan, pemusnahan, dan 79,039,250.00 52,576,700.00 66.52
pengahapusan barang milik daerah
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

22 laporan barang milik daerah 63,977,675.00 49,862,119.00 77.94

23 | Penyusunan laporan barang milik daerah 105,564,500.00 72,858,680.00 69.02

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini BPK

Kabupaten Solok adalah :

s W

Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). |

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.

Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.

Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.




